
BUPATI TAPIN
PROVINSI KAUMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH IGBUPATEN TAPIN

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaart

dan perr:ranfaata n arsip ym)g andal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, guna menjamin keselamatan dart

keamananarsipsebagaisumberinformasi
dalam penyelenggartran administrasi

pemerintahan di daerah, maka dipandang perlu

mengatur Penyelen ggaraan Kearsiapan di

Kabupaten TaPin

kewenangannya;

sesuai dengan

b. bahwa kewenangan tanggung jawab

Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana

dimaksud dalam hunrf a diatas adalah

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 43

Tahun 2OOg tentang Kearsipan, dan Pasal 12

ayat (2) huruf r dan Lampiran Pembagiart

Urusan Pemerintah Konkrren Antara

Pemerintah Pr'rsat dan Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota angka I' Matriks

Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren

Antara Pemerintah Rrsat dan Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota' huruf x'

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Kearsipan Undang-Undang Nomor 23 Tahun



a

c.

2OL+ tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurrf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peratrrran Daerah tentang

Penyelenggaraan KearsiPan ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2OO8 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

58, Tambahan kmbaran Negara Nomor a8a3l;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tatrun 2OO8 tentang

Keterbukaan Informasi hlblik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 6L,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a$a6l;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 712, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Mengingat : 1.

2.



5.

6.

7.

8.
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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOg Nomor 152, Tambahan Irmbarart

Negara Republik Indonesia Nomor 5O71);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9a);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang

Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tarr.bahan l*mbarun

Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telatr diubah

beberapa kali, teralhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4

tentang Pernerintahan Daerah (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

g. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

Tatrun2oastentangKeterbukaanlnformasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O1O Nomor 94, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5ta9);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OI2

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5286);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Perattrran

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintatt

Nomor 4g Tahun 2Ol4 tentang Peraturan

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2At4

tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 4L, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

632L\;
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangtcat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor Lt4'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia

Nomor 5887), sebagairnana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OI9

tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia

Tahun2}lgNomorl8T,TambahanLembarart
Negara Republik Indonesia Nomor 6aa2l;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggara€rn Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OtT Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

15. Peraflrran Pemerintatr Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221l'

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kd, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL

Nomor 31O);
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17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24

Tahun2ol2tentangMateriMuatanPeraturan
Daerah tentang Penyelenggararln Kearsipan

fBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 2a3l;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78

Tahun 2Ot2 tentang Tata Kearsipan di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tatrun 2Ot2 Nomor 12821'

sebagaimanatelahdiubatrdenganPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2Ol7

tentang Pembahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2Ot2 tentang

Tata Kearsipan di lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah @erita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor

1e53);

1g. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2olg tentang PPNS (Berita Negara Republik

IndonesiaTahun 2019 Nomor 166);

20. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018

tentangPedomarrPemeliharaarrArsipDinamis

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OtB

Nomor 818);
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2l.PerattrranDaerahKabupatenTapinNomor05
Tahun2oo8tentangPembentukanOrganisasi

darrTataKerjaPerangkatDaerahl(abupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun2ooSNomor05),sebagaimarratelatt
diubahbeberapakali,terakhirdenganPeraturan

DaerahKabupatenTapinNomorogTahun2ol5

tentangPerubahanKeempatAtasPeraturan
DaerahKabupatenTapinNomoro5Tahun2ooS

tentangPembentrrkanorganisasidanTataKerja

PerangkatDaerahKabupatenTapin(Lembarart

DaerahKabupatenTapinTahun2ol5Nomor
oe);

22.PerafilranDaerahKabupatenTapinNomorol
Tahun2a|ztentangPembentukarrorganisasi
danTataKeqaBadanPenanggulansanBencana

DaerahKabupatenTapin(I,embararrDaera]r
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor O1);

23.PeraturanDaerahKabupatenTapinNomor12
Tahun2o:,]2tentangPokok-PokokPengelolaan

KeuangarrDaeralr(I.embaranDaerahKabupaten

TaPin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

24.PeraturanDaerahKabupatenTapinNomoro9
Iahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan

;I,T-iffi ;1 ffi:IoT, 
o ""* Kab,Paten

Dengan Persetqiuan Bersama

DEWAN PERWAKII.,AN RAIffAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH

PEI{YELENGGARAAN KEARSIPAN.
Menetapkan :

TENTANG
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adatah KabuPaten TaPin'

2. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah daIl Dewan Perwakilan

RakyatDaerahmenurutaSaSotonomidantugaspembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusErn

PemerintahanyangmenjadiKewenanganDaerahotonom.

4. Bupati adalah BuPati TaPin'

5. Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten, yang

merupakan Lembaga Perwakilan Ralqyat Daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD

dalam penyelan ggaraar. unrsan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerah-

7. Lernbaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD

adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi dan

tanggung jawab di bidang keansipan'

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa

seba gai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa'

g. Kearsipan adatah hal-har yang berkenaan dengan arsip.
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10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa datam berbagai

bentuk dan media sesuai d.engan perkembangan telcnologi

informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh

Irmbaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan,

Perusahaan, Organisasi Po1itik, Organisasi Kernasyarakatan dan

perseorangandalampelaksanaankehidupanbermasyarakat,

berbangsa dan bernegara'

1 1. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung

dalamkegiatanpenciptaarsipdandisimpanselamajangka
waktu tertentu.

12. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tings

dan/atau terrs menerus.

13. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah

menurun.

14. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merrrpakan

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip,

tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rlsak atau

hilang.

15. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip

karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya,

dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifrkasi baik

secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional

Republik Indonesia dan/atau LKD'

16. Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori

arsip terjaga-

l7.ArsipTerjagaadalaharsipnegarayangberkaitandengan
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang hams dijaga

keufirhan, keamanan, dan keselamatannya'

1g. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang

kearsipan yang diperoleh melalrri pendidikan formal dan/atau

pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi,

tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
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lg.TenagaKearsipanadalahSeseorangyangmendapattugasdi
bidang kearsipan serta mempunyai fungsi dan tanggung jawab

melaksanakan kegiatan kearsipan'

20. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebogai hasil kewenangan

hulnrm dan otorisasi legal serta keberad'aan sarana bantu untuk

memperrnudah penemuan dan pemanfaatan arsip'

21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurutcarayangdiaturdalamundang-undang,untukmencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bulrti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanYa.

22.PenytdikPegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPPNS
adalahPegawaiNegeriSipilyangdiberitugasmelakukan
penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-

undangan.

22. perursahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan

kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang

berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan

di daerah.

23. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempu.nyai kemandirian dan

otoritas dalam pelaksanaan fungsi, trrgas, dan tanggungiawab

dibidang pengelolaan arsip dinamis'

24. Unit pengolah adalah Satuan Kerja pada pencipta arsip yang

mempurryai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip

yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di

lingkungannYa-

25. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang

mempurryai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaxaan

kearsiPan.
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26. Jadwa] Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah

daftalyangberisipalingsedikitjangkawaktupenyimpananatau

retensi,jenisarsipdanketeranganyangberisirekomendasi
tentangpenetapansuatujenisarsipdimusnahkan,dinilai
kembali,ataudipermanenkanyangdipergunakansebagai
pedoman penyrsutan dan penyelamatan arsip'

2\.penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip

dengan cara pemindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke

unitkearsipan,pemusnatranarsipyangtidakmemilikinilai
guna, dan penyerahan arsip statis kepada LKD'

28. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan

meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip

dalam suatu sistem Kearsipan Daerah yang diduk*ng oleh

sumber daya manusia, sarana dan pras ararra, serta sumber daya

lainnya.

29-Pengelolaan Arsip Dinamis adalah

dinamis secara efisien, efektif,

proses pengendalian arsiP

dan sistematis rneliPuti

penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan' serta pen5rusutan

arsip.

3O. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis

secara efisien, efektif, darl sistematis meliputi akuisisi,

pengolahan, preserwasi, pemanfaatan, pendayagunaan' dan

pelayanan publik dalam suatu sistem Kearsipan Daerah.

31. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambaharr l<haza.nah arsip

statis pada lembaga kearsipan yang dilaksalakan melalui

kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari

pencipta arsiP kePada LKD'

32. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat sKD adalah

sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan dalam

rangtca penyelenggaraan kearsipan di lingkrngan daerah.
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33. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang selanjutnya disingkat

SIKD adalah sistem informasi arsip yang dikembangkan dan

dikelola oleh LKD yang menggunakan sarana jaringan informasi

kearsipan daerah.

34. Jaringan Informasi Kearsipan Daeratr yang selanjutnya disingkat

JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan

arsip di daerah yang dikelola oleh LKD'

35. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah

daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, baik

yang telah diverifi.kasi secara langsung maupun tidak langsung

oleh LKD dan dicari oleh LKD serta diumumkan kepada publik'

36. Daftar Arsip adalah daftar berisi data dan identitas arsip yang

diperlukan dalam penernuan dan penyusutan arsip'

37. Organisasi Kearsipan adalah unit kearsipan pada pencipta arsip

danLKDyangmelaksanakankegiatanpenyelenggaraan
kearsiPan.

3g. pemeliharaan Arsip adalatr kegiatan menjaga keutuhan,

keamanan, darr keselamatan arsip baik frsik maupun

informasinYa.

39. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan

arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak'

39. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu

himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai

dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas

karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau

kesamaan masalah dari suatu unit kerja'

4O. Frogram Arsip vital adalah tindakan dan prosedur yang

sistematis dan terencana yang bertujuan untrrk memberikan

perlindungan dan menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada

saat darurat atau setelah terjadi musibah'

41. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib

dilakukan terhadap suatu jenis arsip'
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42. Autentikasi Arsip adalah proses pemberian tanda dan/atau

pernyataantertulisatautandalainnyasesuaidengan
perkenrbanganteknologiyangmenunjuklGnbatrwaarsipyang

diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya'

43. Alih Media Arsip adalah transfer informasi dari rekaman yang

berbasis kertas ke dalam med.ia lain dengan tujuan efisiensi'

44. preserwasi Arsip adalah upaya perlindungan arsip yang

dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan dan

kelestarianfrsikarsipmaupuninformasiarsip.

45. Masyarakat adalah perseorangan, perusahaan, organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi, badan usaha,

dan lembaga Pendidikan.

46. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian

hukum dalam Penyelenggaraan Kearsipan Daerah'

Pasal 3

Penyelenggaraan Kearsipan berhrjuan untuk:

a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, BUMD' sekolah'

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan,

serta LKD sebagai Penyelenggaran Kearsipan Daerah;

b. menjamin ketersediaanya arsip yang autentik dan terlrercaya

sebagai alat bukti Yang sah;

c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan

pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;
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d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak

keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip

yang autentik dan terPercaya;

e. mendinamiskan Penyelen {#Iaraarl Kearsipan Daerah sebagai

suatu sistem komprehensif dan terpadu;

f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti

pertanggungiawaban dalam kehidupan bermasyarakat'

berbangsa dan bernegara;

g. menjamin keselamatan Aset Daeratr dalam bidang ekonomi,

sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai

identitas jati diri bangsa;

h. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan

pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; dan

i. menjamin Penyelenggaraan Kearsiparr Daerah sebagai suatu

sistern y{rgkomprehensif dan terpadu'

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan berasaskan:

a. kepastian hukum;

b. keautentikan dan keterpercayaan;

c. keutuhan;

d. asal usul Qritrciple of prouen*cr;l;

e. aturan asli (principle of ortgtnal ordefl;

f. keamanan dan keselamatan;

g. keprofesionalan;

h. keresponsifan;

i. keantisiPatifan;

j. kepartisiPatifan;

k. akuntabilitas;

1. kemanfaatan;

m. aksesbilitas; dan

n. kepentingan umum-
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Bagran Ketiga

Ruang LingkuP

Pasal 5

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

a. penYelenggaraan kearsiPan;

b. pengelolaan arsiP dinamis;

c. pengelolaan arsiP statis;

d. autentikasi arsiP;

e. pengendalian dan Pengaqrasan;

f.organisasiprofesi,peranaktifmasyarakat,danpenghargaan;
g. larangan; dan

h. sanksi.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemerintahan Daerah, BUMD, lembaga pendidikan, organisasi

politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan'

BAE} III

PEI{YELENGGARAAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1)PenyelenggaraanKearsipanDaerahmerupakantanggungjawab

PemerintaharrDaerahdandilaksanakanolehLKD.

(2) Tanggung jawab Penyelenggaraan Kearsipan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:

a. PenetaPan kebijakan;

b. Pembinaan kearsiPan; dan

c. Pengelolaan arsiP.

Pasal 7

Penetapan Kebijakan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) hunf a meliputi bidang:

a. pembinaan;

b. pengelolaan arsiP;

c. pembangunan SKD berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
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ob'

h.

i.

j.

d. organisasi;

e. pengembangan sumber dayamanusia;

f. prasarana dan sarana;

perlindungan dan penyelamatan arsip;

sosialisasi kearsiPan ;

kerjasama; dan

pendanaan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 8

pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kearsipan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b kepada

Perangkat Daerah, BUMD, lembaga pendidikan, Pemerintah

Desa, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan

dan perseorangurn-

Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan oleh LKD.

Pembinaan kearsiPan meliPuti:

a. koordinasi penyelenggaraa'n kearsipan;

b. pen5rusunan Pedoman kearsiPan;

c. sss[alisasi kearsipan;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaall

kearsiPan;

e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan

f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi

unit Kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan

internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip'

Dalam rangka perlindungan kepentingan negara' daerah dan

hak-hakkeperdataanmasyarakat,LKDdapatbekerjaSama
dengan instansi terkait melakukan pembinaan kearsipan

terhadaplembagaswastadanmasyarakatyangmelaksanakan

kepentingan Publik.

(1)

(21

(3)

(41

(s)
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Bagian Ketiga

Pengelolaan ArsiP

Pasal 9

(1)PengelolaanarsipsebagaimanadimaksudpadaPasal6ayat(2)

hr-rruf c dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis'

(2)Arsipdinamissebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiridari:

a. arsip vital;

b. arsiP aktif; dan

c. arsiP inaktif-

(3) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi tanggung jawab pencipta arsip'

(4) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi tanggung jawab LKD'

Bagran KeemPat

Pembangunan Sistem Kearsipan Daerah

BerbasisTeknologilnformasidanKomunikasi
Pasal 1O

(1)LKDmembangundanmengelolaSKDdenganmengembangkan

SIKDberbasisteknologiinformasidankomunikasi.

(2) pembangunan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unhrk

menjamin kemudahan, kecepatan dan ketepatan akses arsip bagi

kepentingan pengguna dengan menggunakan peralatan teknologi

informasi dan komunikasi'

(3) pembangunan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilalnrkanolehLKDdanPerangkatDaerahyangmempunyai
tugas, fungsi, dan tanggung jawab di bidang telmologi informasi

dan komunikasi-

(4) SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari panglalan

data ArsiP:

a. inaktif yang merniliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh)

tahrrn;

b. vital; dan

c. statis.
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(5) Pengorganisasian SIKD sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

terpusat di LKD.

Pasal 1 1

(1) Dalam pemanfaatan arsip statis, LKD menggunakan JIKD yang

bertujuan untuk:

a.kemudahanaksesd'anpenelusuranarsipstatis;

b. laYanan kePada Pengguna; dan

c. penyebarluasan informasi dan pengetahuan kearsipan.

(2)PenyelenggaraanJIKDsebagaimarradimaksudpadaayat(1)
dilaksanakan oleh LKD bekerja salna dengan Lembaga

Pemerintah, lernbaga swasta, perusahaan, lembaga pendidikan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan'

(3)PenyelenggaraanJIKDsebagaimanadimaksudpadaayat(21
terhubung dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional'

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sKD, SIKD, dan JIKD diatur

dalam Peraturan BuPati-

(5) Dalarn konfigurasi pusat data arsip dinamis berlaku sistem akses

arsip tertuhrp dan I at'a.u terbata's'

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan sKD untuk menata kearsipan daerah dalam

kesatuan Sistem Kearsipan Nasional'

(2)PenyelenggaraanSKDsebagaimanadimaksudpadaayat(l)
berfungsi untuk:

a. mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan

informasi disemua organisasi kearsipan;

b. menglrubungkan keterkaitan arsip sebagai satu keutuhan

informasi; dan

c.menjaminketersediaanarsipymgautentik,utuhdan
terPercaYa.



-t9-

Bagian Ke1ima

Organisasi

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah wajib membentuk LKD'

(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan

pengelolaan arsip statis yang diterima dari:

a. Perangkat Daerah;

b. BUMD;

c. Pemerintah Desa;

d. kmbaga Pendidikan;

e. Perusahaan;

f. Organisasi Politik;

g. Organisasi KemasYarakatan; dan

h. Perorangan.

(a) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKD

memiliki tugas melaksanakan:

a. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-

kurangnya 1O (sepuluh) tahun yaur[g berasal dari Perangkat

Daerah, BUMD, lembaga pendidikan, organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Desa dan

perorangan; dan

b. pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan

Perangtcat Daerah, BUMD, lembaga pendidikan, perusahaan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, Pemerintah

Desa dan Perorangan.

Pasal 14

(1) Organisasi Kearsipan Daerah terdiri atas Unit Kearsipan pada

Pencipta ArsiP dan LKD.

(2) Organisasi Kearsipan Perangkat Daerah beranggotakan Unit

Kearsipan pada Pencipta Arsip dan unit Pengolah ersip-
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(3) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

dibentuk oleh Peralgkat Daerah, BUMD, lembaga pendidikan,

pemsahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan

Pemerintah Desa.

Pasal 15

Unit Kearsipan pada Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1), memiliki hrgas:

a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di

ling!<ungannya;

b. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;

c. melaksanakan pemusnahan arsip di lingkunga'nnya;

d. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta

arsip kepada LKD; dan

e. melaksanakan pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka

penyelenggaraan kearsipan di lingktmgannya-

Pasa1 16

(1) Pencipta Arsip bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

kearsipan melalui SKD dan pelaksanaannya dilalnrkan oleh Unit

Kearsipan pada masing-masing Pencipta Arsip.

(2) Unit Kearsipan pada masing-masing Pencipta Arsip sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab

Sekretariat/Subbagian Tata Usaha/Unit Kerja pelaksana tugas

dan fungsi ketatausahaan pada Perangkat Daerah, BUMD,

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan dan Pemerintah Desa.

Pasal 17

Unit Pengolah Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal t4 ayat

(2) memiliki tugas:

a. mengolah arsip aldif; dan

b. menyerahkan arsip inaktif kepada Unit Kearsipan-
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Bagian Keenam

Pengembangan Sumber Daya Malusia

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas

arsiparis dan sumber d.aya manusia yang memiliki kompetensi

dan profesionalisme di bidang kearsipan'

(2) Pemerintah Daerah menyed,iakan sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

a. penempatan pejabat struktural yang berkedudukan sebagai

tenaga manajerial yang memiliki kompetensi dan

profesionalitas di bidang kearsipan;

b. penempatan arsiparis pada LKD dan Perangkat Daerah;

c. pengangkatan tenaga pengelola arsip dari Pegawai Negeri Sipil

di Perangkat Daerah; dan

d. pengangkatan sumber daya manusia non Pegawai Negeri Sipil

yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang

kearsipan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

keuangan daerah.

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan arsiparis

dengan melalui upaya:

a. pengadaan arsiParis;

b. pengernbangall kompetensi dan profesionalitas arsiparis

melalui penyelenggaraafi., pengaturan serta pengawasan

pendidikan dan pelatihan kearsipan;

c. pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis;

d. standar minimal jumlah arsiparis; dan

e. penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk

sumber daYa kearsiPan-

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum,

kewenangan, kompetensi, pendidikan dan pelatihan arsiparis,

standar minimal jumlah arsiparis dan penyediaan jaminan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diahrr dalam

Peraturan BuPati-
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Bagian Kehrjuh

Prasarana dan Sarana

Pasal 19

Pemerintah Daerah mengembangkan prasarana dan sarana

kearsipan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dengan

mengatur standar kualitas dan spesilikasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pencipta arsip dan LKD wajib menyediakan prasarana dan

Sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan untUk

pengelolaan arsip.

Prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi gedung, ruangan dan peralatan-

Persyaratan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengatur lokasi, konstruksi dan tata ruangan gedung,

ruangan penyimpanan arsip serta spesilikasi peralatan

pengelolaan arsip.

Bagian Kedelapan

Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Pasal 21

(1) Arsip yang tercipta dari kegiatan Perangkat Daerah dan kegiatan

yarxg menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dinyatakan sebagai arsip milik daera-h-

(2) Setiap orang dilarang menguasai dan/atau memiliki arsip milik

daerah unhrk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak

berhak.

Pasal22

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan

penyelamatan arsip terhadap arsip yang keberadaannya di dalarn

maupun diluar wilayah daerah, sebagai bahan

pertanggungiawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara untuk kepentingan negara dan pemerintahan.
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Pemerintatr Daerah secara khusus memberikan perlindungan

dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan,

perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan

masalatr-masalah Pemerintah Daerah yang strategis.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan

penyelamatan arsip akibat bencana yang tidak dinyatakan

sebagai Bencana Nasional.

Perlindungan dal penyelamatan arsip dilaksanakan dan

dikoordinasikan oleh Pencipta Arsip dan pihak terkait-

Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang tidak

dinyatakan sebagai Bencana Nasional dilaksanakan oleh

Pencipta Arsip dan/atau LKD yang berkoordinasi dengan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah-

Pasal 23

Dalam hal terjadi penggabungan danfata'u pembubaran suatu

Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah mengambil tindakan

untuk melakukan upaya penyelamatan arsip dari Perangkat

Daerah tersebut.

upaya penyelamatan arsip dari Perangkat Daerah sebogai akibat

penggabungan dan/atau pembubaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh LKD sesuai dengan ruang

lingkup fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya.

Bagian Kesembilan

Sosialiasai KearsiPan

Pasal24

(l) LKD menggiatkan sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf h dalam mewujudkan masyarakat sadar

arsip.

(2) Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan dan

penyuluhan serta melalui penggunaan berbagai safana media

komunikasi dan informasi.

(s)

(4)

(s)

(1)

(21
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Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan pada penciPta arsiP.

LKD dapat menyediakan layanan informasi arsip, konsultasi dan

bimbingan bagi pengelolaan arsip masyarakat.

Bagran Kesepuluh

Kerja Sama

Pasal 25

LKD dapat mengadakan kerja s€una sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf i dengan pencipta arsip dan Pemerintah

Daerah lainnya.

Dalam hal penyelamatan arsip pemilihanlIrIlIm, LKD melakukan

kerja salna dengan Komisi Pemilihan Umum dalam penyimpanan

arsip statis penyelenggaraan pemilihan umurn anggota DPRD

serta Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Dalam hal penyelamatan arsip yang terkait dengan pemberian

hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan Pemerintah

Daerah, LKD melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah

terkait penerima hibah, penerima bantuan sosial atau penerima

banflran keuangan dalam penyimpanan arsip statis

penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagran Kesebelas

Pendanaan

Pasal 26

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dapat

berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. Sumber pendanaan tain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perumdang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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Pendanaan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi pendanaan untuk perumus€rn dan

penetapan kebijakan, pembinaan kearsip.r, pengelolaan arsip,

penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya

manusia, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan,

penyed.iaan jaminan kesehatan, tambahan tunjangan sumber

daya manusia kearsipan, Serta penyediaan prasarana dan

sarana.

Penlrusunan program penyel,enggaraan kearsipan dalam rangka

pengajuan pend.anaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

menjadi tanggung jawab LKD dan unit kearsipan pada pencipta

arsip sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya'

Pasal27

Pendanaan dalam rangka pelindungan dan penyelamatan arsip

akibat bencana menjadi tanggung jawab LKD dan Pencipta Arsip.

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

pencegahan kerusakan arsip akibat bencana serta penyelamatan

dan pemulihan arsip akibat bencana.

Pendanaan dalam rangka pelindungan dan penyelamatan arsip

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan penrndang-undangan-

Pasal 28

LKD dapat mengalokasikan pendanaan untuk penghargaan

dan/atau imbalan kepada anggota masyarakat atau lembaga yang

berperan aktif dalam kegiatan pelindungan dan penyelamatan arsip

serta penyerahan arsip yang termasuk dalam kategori DPA.

(3)

(1)

(2)

(3)
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BAB TV

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Bagtan Kesatu

Umrrm

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dan BUMD berkewajiban melaksanakan

pengelolaan arsiP dinamis.

(2) Perusahaan dan Perguruan Tinggl Swasta yang kegiatannya

dibiayai d.engan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

berkewajiban melaksanakan pengelolaan arsip dinamis.

(3) Pihak ketiga yang menerima pekerjaan berdasarkan perjanjian

kerja dengan Pemerintah Daerah serta BUMD sebagai pemberi

kerja berkewajiban melaksalakan pengelolaan arsip dinamis.

(4) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam

penyelenggaraEm kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kineda

dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang

memenuhi PersYaratan:

a. andal;

b. sistematis;

c. utuh;

d. menyeluruh; dan

e. Sesu.ai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 3O

(1) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 meliputi:

a. penciptaan arsiP;

b. penggunaan arsiP;

c. pemeliharaan arsiP; dan

d. penyusutan arsiP.

(2) Pengelolaan arsip dinamis pada Pemerintah Daerah dan BUMD

dilaksanakan dalam suatrr sistem Kearsipan Nasional.
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Bagran Kedua

Pelaksanaan Pengelolaa:r Arsip Dinamis

Paragraf 1

Penciptaan

Pasal 31

(1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(1) huruf a, meliputi kegiatan:

a. pembuatan arsip; dan

b. penerimaan arsip.

(2) Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi

arsip, dan sistem klasffikasi keamanan dan akses arsip.

Pasal 32

(1) Pembuatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(1) huruf a, harus diregistrasi.

(2) Arsip yang sudah diregistrasi didistribusikan kepada pihak yang

berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman.

(3) Pendistribusian arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diikuti dengan tindakan pengendalian.

Pasal 33

(1) Penerimaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(1) huntf b dianggap sah setelah diterima oleh petugas atau

pihak yang berhak menerima.

(2) Penerima arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (U harus

diregistrasi oleh pihak yang menerima.

(3) Arsip yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

didistribusikan kepada Unit Pengolah diikuti dengan tindakan

pengendalian.
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Paragraf2

Penggunaan dan Pemeliharaan

Pasal 34

(1) Penggunaan arsip dinamis diperuntukkan ba$ kepentingan

pencipta arsip.

(3) Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung

jawab pencipta arsip.

(a) Pimpinan unit pengolah arsip bertanggung jawab terhadap

ketersediaan, pengelolaan, penyajian arsip vital dan arsip aktif.

(5) Pimpinan Unit Kearsipan bertanggung jawab terhadap

ketersediaan, pengolahan dan penyajian arsip inakLif untuk

kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.

(6) Dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses, arsip

dinamis dapat dilakukan alih media.

Pasal 35

(1) Pejabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan kewilayahan,

perbatasan, perjanjian, kontrak keda dan masalah Pemerintahan

Daerah yang strategis wajib memberkaskan, melaporkan dan

menyerahkan arsipnya kepada LKD.

(2) Pemberkasan dan pelaporan arsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak

terjadinya kegiatan.

(3) Arsip yang tercipta pada Pemerintahan Daerah yang berkaitan

dengan Pasal 22 ayat (2) wajib diserahkan kepada LKD dalam

bentuk salinan autentik dari naskah asli paling lama 1 (satu)

tahun.

(a) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang kegiatannya berlangsung sebelum berlakunya

Peraturan Daerah ini, tanggungrawabnya menjadi tanggung

jawab pimpinan instansi yang bersangkutan.

(5) Ketenttran lebih lanjut mengenai tata cara pemberkasan,

pelaporan dan penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diah:r dalam Peraturan Bupati.
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Pasal 36

Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan

apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

a. menghambat proses penegakan hukum;

b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan

intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak

sehat;

c. membahayakan keamanan dan ketertiban;

d. memgikan ketahanan ekonomi daerah;

e. merugikan kepentingan politik di daerah;

t. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan

kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada

yang berhak secara hukum;

g. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan

h. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang

menumt sifatnya perlu dirahasiakan.

Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pencipta arsip wajib menenhrkan prosedur berdasarkan standar

pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk

kepentingan pengguna arsip.

Pasal 37

(1) Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga

autentisitas, keutuhan, keamanan dan keselannatan arsip.

(2) Pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital,

arsip aldif dan arsip inalrtif, baik yang termasuk dalam kategori

arsip terjaga maupun arsip umum.

(3) Perneliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan:

a. pemberkasan arsip aktif;

b. penataan arsip inaktif;

c. penyimpanan arsip; dan

d. alih media arsip.

(21

(3)
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Pasal 38

(1) Pemeliharaan arsip aktif dilakukan melalui kegiatan

pemberkasan dan penyimpanan arsip.

(2) Pemeliharaan arsip inaktif dilakukan melalui kegiatan penataan

dan penyrmpanan"

Pasal 39

(1) Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (3) huruf a dilakukan terhadap arsip yang dibuat dan

diterima.

(2) Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip.

(3) Pemberkasan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik dan

informasi arsip serta tersrrsunnya daftar arsip.

(4) Daftar arsip aktif terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berkas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar berkas dan daftar isi

berkas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4O

(1) Penataan arsip inaktif sebagaimarna dimaksud dalam Pasal 37

ayat (3) hurlf b dilakukan berdasarkan asas asal-usul dan asas

aturan asli.

(21 Penataan arsip inaktif pada unit kearsipan dan unit pengolah

dilaksanakan melalui:

a. pengaflrran fisik arsip;

b. pengolahan informasi arsip; dan

c. pen5rusunan daftar arsip.

(3) Daftar arsip inaktif disusun oleh unit pengolah setiap tahun dan

disampaikan kepada unit kearsipan disertai berita acara.
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Pasal 41

Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37 ayat

(3) huruf c dilakukan terhadap arsip aktif dan inalrtif yang telah

disusun dalam daftar arsip.

Penyimpanan arsip aktif dan inaktif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keamanan frsik dan

informasi arsip selama jangka waktu penyirnpanan arsip

berdasarkan JRA atau nilai guna.

Pasal 42

Arsip dinamis dapat dilakukan alih media sesuai dengan

ketentrran peraturan perundang-undangal.

Alih media arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan media sesuai kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Alih media arsip dinamis dilaksanakan dengan memperhatikan

kondisi arsip dan nilai informasi.

Alih media sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghasilkan

arsip dinamis dalam bentuk dan media elektronik dan/atau

media lainnya sesuai dengan aslinya.

Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan

hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alih media arsip dinamis diautentikasi oleh Pimpinan pencipta

arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan atau

terkait dengan arsip hasil alih media.

Pelaksanaan alih media arsip dinamis dilakukan dengan

membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang

dialihmediakan.

Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat bukti

yang sah sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan.

(1)

(21

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

(6)
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(7) Daftar arsip dinamis yang dialihmediakan paling sedikit memuat:

a. pencipta arsip;

b. nomor urut;

c. jenis arsip;

d. jumlah arsip; dan

e. kurun waktu.

Pasal44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberkasan arsip aktif,

pembuatan daftar arsip aktif, penataan arsip inaktit pembuatan

daftar arsip inaktif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pen5rusutan

Pasal 45

(1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

huruf c, dilaksanakan oleh pencipta arsip.

(2) Penyusutan arsip dilaksanakan oleh pencipta arsip berdasarkan

JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta

kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

(3) Perangkat Daerah, BUMD, lembaga pendidikan dan Pemerintah

Desa wajib memiliki JRA.

(4) JRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (21 ditetapkan oleh

Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip

Nasional Republik Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut rnengenai JRA diatur dalam Peraturan

Bupati.



(1)

(21

-JJ.

Pasal 46

Pen5rusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

huruf c, meliputi:

a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;

b. pemusnahan arsip yang telah habis tensinya dan tidak

memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKD.

Pasal 47

Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media

arsip.

Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan melalui:

a. penyeleksian arsip inaktif;

b. pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan; dan

c. penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.

Pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (21 huruf b paling sedikit

memuat:

a. pencipta arsip;

b. unit pengolah;

c. nomor arsip;

d. kode ldasifikasi;

e. uraian informasi arsip;

f. kurun waktu;

g. jumlah; dan

h. keterangan.

Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.

(3)

(4)
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(s)

(6)

(1)

(5)

(1)

(21

Pelaksanaan Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dilakukan dengan penandatanganan berita acara

dan dilampiri daftar arsip yang akan dipindahkan.

Berita acara dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh

pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan.

Pasal 48

Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

huruf b ditakukan terhadap arsip yang:

a. tidak memiliki nilai guna;

b. telah habis retensinya dan berketerangELn dimusnahkan

berdasarkan JRA;

c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang;

dan

d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Dalam hal arsip belum memenuhi semua ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) retensinya ditentukan

kembali oleh pimpinan pencipta arsip.

Pernusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilaksanakan sesuai dengan peratrrran pemndang-undangan.

Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (21 menjadi tanggung jawab pencipta arsip yang

bersangkutan.

Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung

jawab LKD.

Pasal 49

Perangkat Daerah, BUMD, lembaga pendidikan, perusahaan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan Pemerintah

Desa berkewajiban menyerahkan arsip statis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 huruf c kepada LKD.

(3)

(4)
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Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap arsip yang:

a. memiliki nilai guna kesejarahan;

b. telah habis retensinya; dan/atau

c. berketerang€Ln dipermanenkan sesuai JRA atau nilai guna.

Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (21

menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.

Selain arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(21, arsip yang tidak dikenali penciptanya atau karena tidak

tercantum dalam JRA dan dinyatakan dalam DPA oleh LKD

dinyatakan sebagai arsip statis.

Pasal 50

Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada LKD

harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh dan

dapat digunakan.

(21 Dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak autentik maka

pencipta arsip melalukan autentikasi.

(3) Apabila pencipta arsip tidak melakukan autentikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 LKD berhak menolak

penyeratran arsip statis,

(a) Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui penciptanya,

autentikasi dilakukan oleh LKD.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai penciptaan, penggunaan,

pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis diatur dalam

Peratural Bupati.

(3)

(41

(1)
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Paragraf 4

Program Arsip Vital

Pasal 52

(1) Pemeliharaan arsip vital dilakukan dengan menJrusun program

arsip vital.

(2) Perangkat Daerah, BUMD, lembaga pendidikan dan Pemerintah

Desa wajib membuat Program Arsip Vital.

(3) Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan melalui kegiatan:

a. identifikasi;

b. perlindungan dan pengamanan; dan

c. penyelamatan dan pemulihan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Arsip Vital diatur

dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOI.AAN ARSIP STATIS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengelolaan

Pasal 53

(1) Pengelolaan arsip statis dilakukan oleh LKD.

(2) Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin

keselamatan arsip sebagai pertanggungiawaban daerah bagr

kehidr.lpan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(3) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (21

meliputi:

a. akuisisi arsip statis;

b. pengolahan arsip statis;

c. preseryasi arsip statis; dan

d. akses arsip statis.
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(2)

(3)

(4)

-37 -

Bagran Kedua

Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Statis

Paragraf 1

Akuisisi

Pasal 54

LKD melaksanakan akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dari pencipta arsip.

Akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi arsip statis yang telah diverifrkasi secElra langsung

nurupun tidak l,angsung.

Dalam melakukan akuisisi arsip statis, LKD wajib membuat DPA

yang meliputi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) darr

meny€rmpaikannya kepada pencipta arsip.

DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. pencipta arsip;

b. nomor arsip;

c. kode klasifikasi;

d, uraian informasi arsip;

e. kurrn wakfu;

f. jumlah arsip; dan

g. keterangan.

Setiap instansi vertikal, lembaga pendidikan, pentsahaan,

organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan serta

perorangan yang memiliki atau menyimpan arsip statis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan kepada

LKD berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam

pengumu.man DPA.

Pasal 55

Pelaksanaan akusisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (3) huruf a wajib dihrangkan dalam berita acara

serah terima dan daftar arsip statis.

(s)

(1)



-38-

(2) Berita acara seralr terima arsip statis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala LKD dan pimpinan

pencipta arsip, perseoftuxgan atau pihak yang mewakili.

(3) Berita acara seratr terima arsip statis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. waktu serah terima;

b. tempat;

c. jumlah arsip;

d. tanggung jawab dan kewajiban para pihak; dan

e. tanda tangan para pihak.

(4) Daftar arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

oleh pencipta arsip paling sedikit memuat:

a. pencipta arsip;

b. nomor arsip;

c. kode klasifikasi;

d. uraian informasi arsip;

e. kurun waktu;

f. jumlah arsip; dan

g. keterangan.

Paragraf 2

Pengolahan

Pasal 56

(1) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

ayat (3) huruf b dilaksanakan berdasarkan asas asal-usul dan

asas aturan asli.

(2) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan standar deskripsi arsip statis.

(3) Pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan:

a. menata informasi arsip statis;

b. menata frsik arsip statis; dan

c. penJrusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis.
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(4) Sarana bantu penemu€rn kembali arsip statis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi guid.e, daftar arsip statis

dan inventaris arsip.

(5) Daftar arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

sedikit memuat:

a. pencipta arsip;

b. nomor arsip;

c. kode klasifikasi;

d. uraian informasi arsip;

e. lmrun waktu;

f. jumlah arsip; dan

g. keterangan.

Paragraf 3

Preservasi

Pasal 57

(1) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk menjamin keselamatan dan

kelestarian arsip statis.

(2) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara preventif dan kuratif.

(3) Preservasi arsip statis dengan cara preventif dilakukan dengan:

a. penyimpanan;

b. pengendalian hama terpadu;

c. reproduksi; dan

d. perenc€rnaan menghadapi bencana.

(4) Preservasi arsip statis dengan cara kuratif dilakukan melalui

perawatan ar:sip statis dengan memperhatikan keutuhan

informasi yang dikandung dalam arsip statis.
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Pasal 58

(1) Pelaksanaan preservasi arsip statis meldui penyimpanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a

dilaksanakan dengan penyediaan prasarana dan sa-rErna yang

sesuai dengan standar yang ditentukan.

(2) Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui pengendalian hama

terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b

dilaksanakan dengan pencegahan, pembasmian jasad renik dan

organisme penrsak arsip.

(3) Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui reproduksi

sebegaimana dimaksud dalam Pasa] 57 ayat (3) huruf c

dilaksanakan dengan melakukan alih media.

(a) Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui perencanaan

menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan perlindungan dan

penyelamatan arsip dari bencana.

Pasal 59

(1) Alih media arsip statis dilaksanakan dengan memperhatikan

kondisi arsip dan nilai informasi.

(2) Alih media sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghasilkan

arsip statis dalam bentuk dan media elektronik dan/atau media

lainnya sesuai dengan aslinya.

(3) Arsip statis yang dialihmediakan tetap disimpan untuk
kepentingan pelestarian dan pelayanan arsip.

(a) Arsip statis yang dialihmediakan tetap disimpan untuk
kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan

penrndang-undangan.

(5) Alih media arsip statis diautentikasi oleh Pimpinan LKD.

(6) Pelaksanaan alih media arsip statis dilakukan dengan mernbuat

berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang

dialihmediakan.



-41 -

(7) Berita acara alih media arsip statis paling sedikit memuat:

a. waktu pelaksanaan;

b. tempat pelaksanaan;

c. jenis media;

d. jumlah arsip;

e. keterangan tentang arsip yang dialihmediakan;

f. keterangan proses alih media yang dilalmkan;

g. pelaksanaan; dan

h. penandatanganan oleh pimpinan lembaga kearsipan.

Paragraf 4

Akses

Pasal 6O

(1) Akses arsip statis untuk kepentingan pengguna arsip dijamin

oleh LKD.

(2) Untuk menjamin kepentingan akses arsip statis, LKD

menyediakan prasarana dan s€rrana.

(3) Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip statis;

dan

b. sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Akses arsip statis dapat dilakukan secara manual dan/atau

secara elelrtronik.

Pasal 61

(1) Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta

arsip terdapat persyaratan tertentrr, akses dilakukan sesuai

dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip

tersebut.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 62

Untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip, pencipta arsip

dan LKD dapat melakukan alih media dan autentikasi arsip yang

dikelolanya.

Pasa1 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan arsip statis diatur

dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

AUTENTIFIKASI ARSIP

Pasal 64

Autentikasi arsip dilakukan terhadap arsip statis dan arsip hasil

alih media terhadap arsip dinamis dan arsip statis untuk

menjamin keabsahan arsip.

Autentikasi terhadap arsip statis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh LKD.

Ketentuan mengenai autentisitas arsip statis yang tercipta secara

elektronik dar:-latau hasil alih media sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) LKD berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan

dukungan pembuktian.

(2) Untuk mendukung kapabilitas, kompetensi, serta kemandirian

dan integritasnya dalam melakukan fungsi dan tugas penetapan

autentisitas suatu arsip statis, LKD harus didukung peralatan

dan teknologi yang memadai"

(3) Dalam menetapkan autentisitas terhadap arsip hasil alih media

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKD dapat berkoordinasi

dengan pihak yang mempunyai kemampuan dan kompetensi.

(1)

(2)

(3)
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BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

Pengendalian kearsipan dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat

Daerah, BUMD dan LKD melalui kegiatan:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporal.

Pasal 67

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a
dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah, BUMD, dan LKD

terhadap pelaksanEran pengelolaan arsip di lingkungan kerjanya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b

dilakukan oleh Pejabat Strukhrral yang bertanggungiawab

terhadap pengelolaan arsip di Perangkat Daerah, BUMD, dan

LKD dengzul cara penilaian hasil pengolaha:r arsip:

a. aktif;

b. inaktif; dan

c. vital.

(3) Pelapora.n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c

dilakukan berjenjang:

a. Pimpinan Unit Kearsipan kepada Pimpinan Perangkat

Daerah, BUMD, dan LKD;

b. Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD kepada LKD; dan

c. LKD kepada Sekretaris Daerah.

(a) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap

3 (tiga) bulan sekali.
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Pasal 68

Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh LKD berkoordinasi dengan

Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan terhadap

pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 69

(1) Dalam kegiatan pengawasan kearsipan, LKD dapat

mengikutsertakan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kearsipan diatur

dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

ORGANISASI PROFESI, PERAN AIffiF MASYARAKAT,

DAN PENGHARGAAN

Bagran Kesatu

Organisasi Profesi

Pasal 70

(1) Arsiparis dapat membentrrk organisasi profesi.

(2) Pembinaan organisasi profesi arsiparis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daeratr.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi arsiparis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diahrr dalam anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Al<tif Masyarakat dan Penghargaan

Pasal 71

(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan

kearsipan.
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(21 Peran aktif masyarakat diwujudkan dengan:

a. menciptakan, menyimpan dan melindungi arsip atas kegiatan

yang dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban

dalam rangka menjamin pelindungan hak-hak keperdataan

dan hak atas kekayaan intelektual serta mendukung

ketertiban kegiatan penyelenggaraan Negara;

b. menyerahkan arsip statis kepada LKD;

c. melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat

penyimpanan arsip dari bencana alam dan bencana sosial;

d. pembudayaan penggunaan dan pemanfaatan arsip sesuai

dengan prosedur yang benar;

e. menggalang dan/atau menJrumbangkan dana untuk
penyelenggaraan kearsipan ;

f. menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan

arsip sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya; dan

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kearsipan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada

perorangan, kelompok, lembaga swasta dan masyarakat yang

berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dalam bentuk:

a. piagam;

b. bantuan sarana kearsipan; dan

c. uang pembinaan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada

pencipta arsip, arsiparis dan tenaga kearsipan yang berprestasi

dalam penyelenggaraan kearsipan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan penglrargaan kepada

masyarakat yang berjasa dalam perlindungan dan penyelamatan

arsip.

(3)

(4)

(5)

(6)
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BAB IX

I.,ARANGAN

Pasal 72

Setiap orang dilarang:

a. menguasai dan/atau memiliki arsip daerah;

b. menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak

berhak;

c. tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip milik

daerah;

d. tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan;

e. tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup;

f. memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar;

g. memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai

guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah

ditentukan; dan

h. tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang

dibiayai dengan anggaran negara dan anggaran daerah.

BAB X

SANKSI

Pasal 73

(1) Pejabat dan/atau pelaksana didalam Perangkat Daerah dan

BUMD yang melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal

59 ayat (5) dikenai sanksi administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Perangkat

Daerah dan BUMD diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Pelaksanaan ketentuan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diluar Perangkat Daerah dan BUMD

dilaksanakan sestlai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 74

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

Pasal 72 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp5O.0O0.00O,OO (lima

puluh juta rupiah), kecuali ditenhrkan lain dalam peraturan

perundang-undangan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran-

BAB xI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewen€ulg

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan

dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentual dalam

Peraturan Daerah ini;

c" meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-

dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan

dalam Peraturan Daerah ini;

e. melakuk€rn penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

*t
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini;

g. men5rumh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan

berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau

dokumen yang dibavra sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-

undangan.

BAB xII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling

lama 12 (dua belas) bulan terhihrng sejak diundangkannya

Peraturan Daerah ini.

j.
k.
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Pasal77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal

Diundangkan di Rantau \M

pada tanggal -'- t' . ,---

SEKRETARIS KABUPATEN TAPIN,

LEMBARAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2O2O NOMOR , l

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMAI{TAN SELATAN: ( ?*1J l2O2Ol



-50-

PENJEI.ASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR, c2 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENYELENGGAIRAAN KEARSIPAN

I. UMUM

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai

benttrk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh organisasi dan

perseorErngan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Arsip yang tercipta harus dapat menjadi

sumber informasi, acua.n dan bahan pembelajaran rnasyarakat,

bangsa dan negara.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggara.an pemerintahan

yang baik dan bersih, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9

tentang Kearsipan mewajibkan pemerintah menunjuld<an tanggung

jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan

pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya.

Penyelenggataan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu

sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia,

prasar€rna dan sa-rana serta sumber daya lainnya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pertanggungiawaban

tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Perangkat Daerah

yang membidangi kearsipan berkewajiban menyelenggarakan

pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Pembinaan dimaksudkan age.r setiap institusi menjalankan

pengelolan arsip dinamis secara optimal berdasarkan pedoman yang

berlaku, sehingga akses arsip dapat dilakukan dengan tepat dan

dalam waktu relatif singkat.

\

+
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Lembaga Kearsipan Daerah berkewajiban pula melakukan

pengelolaan arsip statis ytrLg efisien, efektif dan sistematis. Proses

tersebut meliputi akuisisi, pengolatran, preservasi, pemanfaatan,

pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu Sistem

Kearsipan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Ol2 menggariskan

ketentuan pelaksanaan Undalg-Undang Nornor 43 Tahun 2OA9

tentang Kearsipan. Sebagai tindak lanjut disahkannya Peraturan

Pemerintah tersebut, perlu disusun Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Tapin untuk menjamin

kepastian hukum dalam penyelenggaraErn, penciptaan, pengelolaan

dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatan Pemerintah

Kabupaten Tapin dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "memberikan kepastian hukum" adalah

bahwa Peraturan Daerah ini memberi landasan hukum bagi

semua aktivitas penyelenggErraEm kearsipan dan memberikan

kepastian serta rasa aman bagi para penyelenggara kearsipan.

Pasal 3

Hurlf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dirnaksud dengan "menjamin ketersediaan arsip yang

autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah"

adalah bahwa dalam penyelenggaraan kearsipan hams

dapat menjamin arsip sebagai rekaman kegiatan atau

peristiwa yang dapat disediakan atau disajikan dalam

kondisi autentik dan terpercaya, sehingga dapat berfungsi

sebagai alat bukti yang satr maupun dapat menjadi sumber
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informasi dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang

akan datang.

Yang dimaksud "arsip yang autentik' adalah arsip yang

memiliki struktur, isi dan konteks yang sesuai dengan

kondisi pada saat pertama kdi arsip tersebut diciptakan

dan diciptakan oleh ora.ng atau lembaga yang memiliki

otoritas atau kewenangzul sesuai dengan isi inforrnasi arsip.

Yang dimaksud "arsip terpercaya" adalah arsip yang isinya

dapat dipercaya penuh dan akurat karena

mempresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan,

kegiatan atau falda, sehingga dapat diandalkan untuk

kegiatan selanjutnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengelolaan arsip yang andal"

adalah pengelolaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan

sistem yang mampu menampung dan merespon kebutuhan

perkembangarl ?rrrnarl. Sistem pengelolaan arsip yallg andal

memiliki kemampuan menjaring atau menangkap semua

arsip dari seluruh kegiatan yang dihasilkan organisasi,

melindungi arsip dari pengubahan, pengurangan,

penambahan, atau pen5msutan oleh pihak yang tidak

berwenang, menjadi sumber utama informasi secara rutin

mengenai kegiatan yang terekam dalam arsip, dan

menyediakan akses terhadap semua arsip beserta

metadatanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hak-hak keperdataan rakyat

meliputi : hak sosial, hak ekonomi dan hak politik dan lain-

lain yang dibuktikan dalam arsip misalnya sertifikat tanah,

ijazah, surat nikah, akte kelahiran, kartu penduduk, data

kependudukan, surat wasiat dan surat izin usaha.

\

+
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Huruf e

Yang dimaksud dengan "mendinamiskal penyelenggaraan

kearsipan daerah" adalah bahwa dengan adanya sistem

yang komprehensif dan terpadu penyelenggaraal kearsipan

menjadi dinamis dan terarah.

Hur:uf f
Yang dimaksud dengan "menjamin keselamatan dan

keamanan arsip" adalah bahwa arsip baik secara fisik

maupun informasinya harus ddaga keselamatan dan

keamanannya, sehingga tidak mengalami kerusakan atau

hilang.

Arsip perlu dijaga kerahasiaanya dari pengaksesan oleh

pihak yang tidak berhak, karena arsip merupakan bukti

pertanggungiawaban dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "aset daerah" adalah kekayaan

negara yang ada di daerah dan masyarakat baik secara

ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun aspek kehidupan

lain yang terekam dalam arsip seperti daftar kekayaan

negara yang ada di daerah mau.pun bukti-bukti

kepemilikan yang harus dilindungi dan dijaga

keselamatannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan umeningkatkan kualitas pelayanan

publilf adalah penyelenggaraan kearsipan yang

komprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber daya

manusia yang profesional serta prasarana dan sarana yang

rnemadai akan meningkatkan kualitas pelayanan publik

dalam memanfaatkan arsip yang dibutuhkan melalui

ketersediaan arsip yang falchral, utuh, sistematis, autentik,

terpercaya dan dapat digunakan.
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Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah

penyelenggaraan kearsipal dilaksanakan berdasarkan

landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan

penyelenggara negara.

Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang

menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan

negara didasarkan pada hukum yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keautentikan da:n

keterpercayaan" adalah penyelenggaraan kearsipan harus

berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan

arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan

akuntabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keutrrhan" yaitu

penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan

arsip dan upaya pengurangan, penambahan dan

pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat

mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "asal usul" yaitu asas yang

dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola ddam satu

kesatuan arsip (prouenane), tidak tercampur dengan arsip

yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat

melekat pada konteks penciptanya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "aturan asli'yaitu asas yang

dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan

pengaturan aslinya (oiginal order) atau sesuai dengan

pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk
pelaksanaan kegiatan pencipta arsip.
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Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah

penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan

keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan

penyalahgunaan kearsipan oleh pengguna yang tidak

berhak.

Yang dimaksud dengan asas "keselarnatan" adalah

penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin

terselamatkannya arsip dari €utc€rman bahaya baik yang

disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah

penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan oleh sumber

daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi

dibidang kearsipan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "keresponsifan" adalah

penyelenggara kearsipan harus tanggap atas permasalahan

kearsipan malrpun masalah lain yang berkait dengan

kearsipan, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran,

kerusakan atau hilangnya arsip.

Huruf i
Yang dimaksud dengan asas "keantisipatifan" yaitu

penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi

atau kesadaran terhadap berbagai penrbahan dan

kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi

kehidupan berbangsa dan bernegara, perkembangan

berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan

antara lain perkembangan teknologi, informasi, budaya dan

ketatanegaraan.

Hurufj
Yang dimaksud dengan asas "kepartisipatifan" yaitu

penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang

untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang

kearsipan.
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Huruf k
Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" yaitu

penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip

sebagai bahan akuntabilitas dan harus bias merefleksikan

kegiatan dan peristiwa yang direkam.

Huruf I
Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" yaitu

penyelenggaraan kearsipan han s dapat memberikan

manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas "aksesibilitas" yaitu

penyelenggaraarl kearsipan harus dapat memberikan

kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bag

masyarakat untuk rnemanfaatkan arsip.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" yaitu

penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan

memperhatikan kepentingan umum dan tanpa

diskriminasi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembinaan" dalam hal ini hanya

sebatas penetapan kebirjakan tentang "pembinaan", tidak

dalam artian pembinaan yang bersifat teknis.

Humf b

Yang dimaksud dengan 'pengelolaan arsip" dalam hal ini

hanya sebatas penetapan kebiljakan tentang "pengelolaan

arsip", tidak dalam arstian pengelolaan arsip yang bersifat

teknis.
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Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perlindungan dan penyelamatan

arsip" adalah Pemerintah Daerah menyelenggarakan

perlindungan dan penyelamatan arsip yang dinyatakan

sebagai arsip milik daerah, baik terhadap arsip yang

keberadaannya di dalam mauprur di luar daerah sebagai

bahan pertanggungiawaban dari kemungkinan kehilangan,

kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor alam, biologi,

frsika dan tindakan terorisme, spionase, sabotase, perang

dan perbuatan vandalism lainnya. Perlindungan dan

penyelamatan dilalrukan baik bersifat preventif maupun

kuratif.

Hurlf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Pendanaan yang dibutuhkan untuk penyelenggara€rn

kearsipan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daeral .

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

\+-
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Pasal 10

Ayat (1)

Penyediaan prasarana dan sarana informasi dan

komunikasi oleh Perangkat Daeratr yang membidangi

teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cuhrp jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukrp jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Humf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas. \#
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Hurrf c
Yang dimaksud dengan tenaga pengelola arsip PNS

adalah pejabat struktural di bidang kearsipan,

arsiparis, dan tenaga kearsipan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia

kearsipan Non PNS adalah pegawai non PNS yang

memitiki kompetensi di bidang kearsipan diangkat dan

ditugaskan seca.ra penuh untuk melaksanakan

kegiatan kearsipan di pencipta arsip sesuai dengan

peraturan perundangan

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "peran dan kedudukan hukum

arsiparis" adalah yang berhubungan dengan fungsi dan

perzm dalam kegiatan kearsipan sejak penciptaan sampai

dengan pen5rusutan dan akuisisi sampai dengan

pemantraatan arsip, serta kegiatan lainnya, yang dilindungi

secara sah oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurlf e

Yang dimaksud dengan "jaminan kesehatan dan tunjangan

profesi untuk sumber daya manusia kearsipan" adalah

yang berhubungan dengan risiko penyakit dan gangguan

kesehatan pada pengelola arsip, sedangkan tunjangan

profesi perlu diberikan kepada arsiparis sesuai dengan

kompetensinya serta diberikan melalui standar dan

kelulusan sertilikasi arsiparis.

Ayat (a)

Cukup jelas.
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Pasal 19

Yang dimaksud dengan "standar kualitas dan spesifrkasi

prasarana dan sarana kearsipan' adalah ketentuan standar

tentang kualitas, bahan, bentuk, ukuran, jenis, dan lain-lain

yang dijadikan acuan atau pedoman dalam pengadaan dan

penggunaan prasar€u1a dan sara.na kearsipan.

Pasal 2O

Cukup jelas.

Pasal 2 1

Ayat (1)

Yang dimaksud "arsip milik daerah" adalah arsip yang

berasal dari Pemerintahan Daerah dan BUMD, termasuk

arsip yang dihasilkan dari semua kegiatan yang dilalrukan

oleh pihak-pihak yang didanai oleh sumber dana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontrak karya" adalah kontrak

karya yang berkaitan dengan pedanjian pihak ketiga,

termasuk rekanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,

tsunami, gunung meletus, bankir, kekeringan, angin topan

dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan bencana sosial adalah bencana

yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
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yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konllik sosid

antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

Penyelamatan arsip akibat bencana mengikuti mekanisme

yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang mengatur penanggulangan bencana.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Culmp jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 3O

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
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Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 4O

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

+-\



-63-

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identifikasi" adalah cara

menganalisa fungsi dan tugas organisasi dan arsip

yang tercipta dari pelaksanaan fungsi dan tugas

organisasi sehingga dapat dikenali arsip-arsip yang

dinilai vital bagi organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perlindungan dan

pengamanan" adalah upaya dan tindakan untuk

mencegah kerusakan arsip sebelum dan pada saat

terjadi bencana.

Huruf c

Yang disebut dengan "penyelamatan dan pemulihan"

adalah upaya dan tindakan untuk pemeliharaan dan

perawatan arsip pasca bencana.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Culmp jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "verihkasi secara langsungl adalah

verifikasi terhadap arsip yang tercanhrm dalam JRA yang

berketerangan dipermanenkan.

Yang dimaksud dengan verifikasi secara tidak langsung

adalah verifikasi terhadap arsip khususnya arsip negara

yang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai

guna kesejarahan dengan didukung oleh bukti-bukti

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas"

4r
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Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 6O

Cukup jelas.

Pasal6l

Cukup jelas.

Pasai 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup je1as.

Ayat (21

Yang dimaksud "autentikasi arsip statis" adalah

pernyataan terEulis atau tanda yalrry menunjukl<an bahwa

arsip statis yang bersangkutan adalatr asli atau sesuai

dengan aslinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.
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Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 7O

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

PasaJ,72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasa1 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal77

Cukup jelas.
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